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Nlenteri Perenranaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badal Perenranaan Pembangunan Nasioml

SAIINAN
KEPUTUSAN MXNTERI PER.ENCANAAN PEA,TBANGUNAN NASIoNAI,/

KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL
NOMOR KEP. 153 / M.PN / HK/ Os / 20 t 5

TENIANG
TIM ASISTINST MENIERI PERENCANAAN PEMBANGIJ,I{-^J.I NASTONAL,/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAI\^ PEi,IBANGUNAN NASIoNAL

MENT! U PER[NCAr\A-,].rV PEMjANGUNAN NASIONAL,/
KEPAIA EAD.IN PDRENCANAAN PE}IBAT\iGLII{AN N.A.SIONAL,

a. bahwa dalam rangka pelgkajian rlan prnyusunan rekomendasi
terhadap kehijakan dibidan3 perencanaan) dipai.iang perlu dibentuk
Tint -A.sistensi r\,lenteri perencanaan pembangunati Nasional,/Kepala
Bidan Perenaanaan Penlbangunafl Na_sionall

l). b^hwa b,:rdasarkar pertimbangan sebagaiiruna dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkarl Keputusa$ Mented perenc4na.an
Pembangunar.l Nasional/Kepala Badan perencanean pembangrnan
Nasional te[tang Tim Asistensi ]y'renferi perencanaai pembangunan
N3stonal,/Kepala Badan percilcanaan pembangunafl Nasioaal;

c. bahwa fiant -natna ya11g rdliiarya tercant,Jn ddlam Keputusan ir-i
. diansgep . mampu da.n memenuhi pe rsyaratan untuk duduk cl"._n

melaksanalotn tugas selragai anggota Tim Asistensi ,\lenferi
Perer.canaan Pembantunan Nasional/Kepala gadan perencana4n

PembanSu[an Nasiotril;

l. Lhdang-Undang Nonlor 27 Tdhun ZO14 tenta,,lg turggaran
lendaqtan dan Belanja Negata'Iahun Altg<aran Z0i5 (Ienibaran
rr*e;,ara Republik ir(ionesia fahLtn 2Ot4 No1rlor. 259, Talltbahan
lembarai Negara Repubiik In,1olesia Ndmor 5593) sebagaimana

. telah Ciul*h de!:gar t]fiara,is-t Ifldahg Ncmor i Tahuh :0lli
(kmbarall :{egora Republili InCc[esia ?aiLun 201 Nomor 4.1,
Tafib^h,ti lembaran Ne8a.ra Republik hrdonesia Nomor 5669);

2. Keputusan ...
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2. PeratlJtan Pemerirtah Nomor 45 Tah:un ZOlg te'1rtang Tafz Cara
Pelaksanaan An&garan dan B€lanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahufl ZO|S tent B Organimsi
Kementerian Negara;

4. Peraturafl Presideh Nomor 65 Tahun ZO1S tentary Kementeriarl
Perencafiaan Pefirba\Zunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun ZOIS (,ntarlg Radan
Perencanaan Pembangunafl Nasio[al;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 79lp Tahu11 ZOTS tentafrg pergantialr
Beberapa Menteri NeSara I(abinet Kerja periode .tallun 2O1S-ZOlg;

7. Petatuxafi Menteri Negara perencanaan peftbangullan
Nasional/Kepala Badan Pere[caflaan pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/M.PPN,/ I0 /2007 tent,;r.' Organisasi dan T^ta y\e4e
Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembaflgunan Naiioflal sebagaimana telah L,eberupa
kali diubah, terakhir dengan peraturan Meflteri perencanaa.n

Pembangunan Nasional/Kepala Badan peretca\aan pembangunan

Nasional Nomor 3 Tahnn 2Ol4;

8. Peratura[ Menteri Negara perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badarr Petencanaan pembangunan Na.sional Nomor
1 'lahun 2Ol2 tentang pedoman perencanaan, pelakmnaan,
Pelar€ru,\ Pemafitauan, dan Evalua.si Kegialan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

PEMBANGUNAN
PEMBATIGT]NAN

PERENCANAAN
PERENCANAAN

KEruTUSAN MENITRI PERXNCANAAN
NASIONAI,/IGPAI"A. BADAN PERENCANAAN
NASIONAL TENIANG TIM ASISTENSI MXNITRI
PEA,IBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BADAN
PIMBANGUNAN NASIONAI.

Membenhrk Tim Asistensi Merteri Perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Tim Asistensi.

Tim Asisteflsi bertugas :

a. melakukan kajian terhadap per€ncan,urn, pelaksanaan, dan
evaluasi kebijak n di bidan3 perekonomian;

b. menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Menteri
Perencana.an Pembangunafl Nasional/Kepala Badar. perencarlaarr

Pembangunan Nasional;
c. melaksanakan tu8as terkait lairurya yang diberikafl oleh Menteri

Perencaflaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan pereacana fi
Pembar8unan Nasional.

KETIGA
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KETIGA

KEEMPAT

KELIT,LA.

KEENAM

: Susunan keanggota4n Tim Asisten$i terdiri dari :

Ketua : Mohanud lkhsan.

Ang8ota : L Raden pardede;

2. Lin Che Wei/Weibjna;nta Haljm diah;
3. Philia Wibowo.

: Tim Asistensi bertanggung jaw^b d^tl menyampaikan laporan
pelaksanaan tugashya kepada Meflteri percncanaatr pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembahgunan Nasional icara
berkala atau sewaktu-wakru diperlukan.

Seg;ala biaya yang diperlukan dalam rarrg;ka pelaksanaan tugas Tim
Asistensi dibebankan pada Anggaran pendapata[ &n Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas.

KeputuMn ifli berlaku s€jak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarla
p^da tan8€]al 21 September 20 1 s

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPAI,\ BADAN PERENCANAAN PEMBANGT,NAN NASIONAI,,

SOTYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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